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Keputusan ini mulai berfaku sejak tanggal ditetapkan dengan
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BINA MANDIRI Jlndintas Barat Sumatr:a No.039 Desa Air tl'.ﬂiit e

Air Dikit Kabupaten Mukomuke Provinsi Bengkulu dengan I

47T/PKBMLBM/P2961495/V1/2019 dengan Akta Notaris No.518 Tm

November 2011 dan NPSN Nomor ; P2961495

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) diatas, perlu ditetapkan Surat 'H‘

Keputusan Kepala Dinas, e

. Undang —Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pras Sekolaly;

. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalamy

Pendrdikan Nasional;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/1992 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah;

. Surat Keputusan Bupati No 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Dacrah p
Kabupaten Mukomuko;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Ne, 36 Tahun 2014 Tentang 7
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Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah; )
7. Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 teatang perubshan peraturan Pemerintabh \
republik Indonesia No, 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

8 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan P

Kursus dan Pelatihan Kenja 7
Keputusan Menten Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2013 tentang
Pendinian Satuan Pendidikan Nonformal |/

MEMUTUSKAN :

Membenkan [zin PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BINA MANDIRI Jin, lintas Barat Sumatra No.039 Desa Air dikit Kecamatan Air
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk mendinkan dan
menyelenggarakan Lembaga Kursus dengan Pelayanan :
- Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C,
- Taman Bacaan masyarakat (TBM)
-  Keaksaraan Fungsional (KF)
- Pendidikan kursus dan Pelatihan (life Skill)
dan menvampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendi
Kabupaten Mukomuko.
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku m
pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut. A
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